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ABSTRAK

Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan criteria pelaku penyalahguna
narkotika itu berhak di rehabilitasi dan kendala yang di hadapi oleh hakim saat
menentukan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi pelaku penyalahguna
narkotik. Metode penelitian melalui pendekatan yang di gunakan penelitian ini
dilakukan secara yuridis normative di lengkapi dengan empiris guna memperoleh
satu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Metode pengumpulan data dengan
cara wawancara dan study pustaka kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana
penyalahguna narkotika tidak selalu sama, karena adanya beberapa faktor seperti
ekonomi, sosial serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dasar
pertimbangan hakim dalam criteria direhabilitasi atau di pidana berdasarkan bukti
bahwa penyalahguna tersebut adalah korban dan bukti bukti assasment dari rumah
sakit dana atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan dari ahli yaitu dokter
yang member keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dana dan pengajuan
rehabilitasi dari pihah terdakwa. Kendala dalam penentuan sanksi pidana bagi
pelaku penyalahguna narkotika adalah adanya stigma negative masyarakat
terhadap seorang hakim dalam menentukan sanksi pidana di anggap tidak adil.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, rehabilitasi, penyalahguna narkotika



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kadalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pada kenyataannya banyak

orang Yyang menyalahgunakan narkotika yang berdampak merugikan bagi

perorangan dan masyarakat terutama generasi muda pada saat ini.Pengaruh

narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga

pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Adapun

permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, antara lain

seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, dapat

menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, seks bebas tanpa memperhatikan

dampaknya yaitu dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang

berujung pada kematian.

Banyak faktor sosial yang melatar belakangi maraknya penyalahgunaan



narkotika yang terjadi ditengah masyarakat, terutama dikalangan generasi muda.
Adapun faktor sosial seperti keluarga yang berantakan, kurangnya perhatian orang
tua, tingkat keagamaan yang rendah, terutama rasa keingintahuan.Perasaan ini
pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan
ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal
yang sifatnya negatife.! Pada Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
merupakan salah satu penyebap di produksinya berbagai macam jenis narkotika,
seperti perkembangan komonikasi saat sekarang ini, terasa semakin mudahnya
pendistribusian atau peredaran narkotika yang mudah dapat menjangkau wilayah-
wilayah terpencil yang berada diselurun Indonesia.? tindak pidana yang
menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara
nasional dan internasional, karena penyalahgunaanya berdampak negatip dalam
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bentuk tindak pidana yang umum di
kenal antara lain.3(1), penyalahgunaan melebihi dosis, (2), pengedaran, (3), jual
beli narkotika.

Narkotika di golongkan menjadi 3 golongan sebagaimana di atur dalam Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Moh.Taufik Maskoro dkk, Tindak Pidana Narkotika,Ghalia
Indonesia,Bogor,2005,him.54.

2, 1bid, hlm 57-58

3, 1bid, hlm 45



a. Narkotika golongan 1

Narkotika ini hanya di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak di

pergunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk

mengakibatkan sindrom ketergantungan.
b. Narkotika golongan 11

Narkotika ini untuk pengobatan yang di gunakan sebagai pilihan terahir dan

dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
c. Narkotika golongan I11

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak di gunakan dalam

terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan

mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini perlu di upayakan pencegahan dan
mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak
terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang
tegasnya mengadili tersangka atau terdakwa.Keputusan hakim dalam mengambil
suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut
berdasarkan pada asas keadilan.Hakim mempunyai hak untuk menentukan tindak

pidana dan tinggi rendanya pidana, Hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak



pada atas minimum dan maksimum sanksi pidana yang di atur dalam undang-
undang untuk tiap-tiap tindak pidana.Hal ini bearti bahwa masalah pemidanaan
sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.*

Perihal penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkotika, hakim harus
mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang di berikan dan dia harus
juga mengetahui dan menyadari apa yang hendak di capainya dengan mengenakan
pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh
karna itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan
criminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.®

Kebijakan pidana (penal policy) merupakan kebijakan yang rasional,
ukuran rasionalitasnya dapat di hubungkan dengan masalah keberhasilan pidana
tersebut dalam mencapai tujuanya yaitu tujuan pemidanaan. Hakim tidak hanya
memberikan pemidanaan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan
narkotika, akan tetapi hakim juga memberi putusan terhadap terdakwa untuk
menjalani pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Putusan hakim
berkaitan dengan rehabilitasi di jatukan terhadap terdakwa yang terbukti
mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika,keadaan tersebut

terungkap dalam persidangan dan hakim mengetahui betul kondisi terdakwa yang

4 Sudarto,kapita selekta hukum pidana, Bandung, Alumni, 1986 him 78
%Ibid, hlm hlm 100



harus mendapatkan perawatan dan pengobatan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi
bagi penyalahgunaan narkotika di lakukan dengan maksud untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuaan fisik, mental dan sosial penderita.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat Pasal-Pasal yang mengatur mengenai
rehabilitasi, yaitu:

1. Pasal 54 yang berbunyi:
“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

2. Pasal 55 yang berbunyi:

(1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau
lembaga rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di
laporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di
tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan pengaturan pemerintah.

3. Pasal 56 yang berbunyi:

(1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika di lakukan di rumah sakit yang di
tunjuk oleh menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh instansi
pemerintah atau mensyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis
pencandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

4. Pasal 103 yang Berbunyi:
(1) Hakim yang memeriksa perkara pencandu narkotika Dapat:

a.Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu
narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana
narkotika; atau

b.Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu
narkotika tersebut tidak terbukti bersala melakukan tindak pidana



narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika
sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan
sebagaimana masa menjalani hukuman.

5. Pasal 127 yang berbunyi:

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1),
hakim wajib memperhatikan ketentuan yang sebagaimana yang di maksud
dalam pasal 54, 56, dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaiman yang di maksud pada ayat (1) dapat
di buktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan
tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Undang-Undang Narkotika 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada2

(dua) macam rehabilitasi:

1. Rehabilitasi Medis: Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk
membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis
pecandu narkotika dapat di lakukan di rumah sakit yang di selenggarakan
baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Rehabilitasi sosial: suatu proses kegiatan memulihkan secara terpadu fisik,
mental maupun sosial agar pecandu narkotika dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani proses rehabilitasi dan
sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis, dapat
menjalani rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi
sosial terhadap bekas pecandu narkotika dapat dilakukan pada lembaga

rehabilitasi yang di selenggarakan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat dan



di tunjuk oleh Menteri Sosial.Tindakan rehabilitasi merupakan penyalahgunaan
yang bersifat Represif, yaitu penanggulangan yang di lakukan setelah terjadinya
tindak pidana.Diharapkan dengan di lakukanya upaya-upaya pembinaan dan
pengobatan bagi penyalahguna narkotika, dapat berperilaku lebih baik dalam
kehidupan bermasyarakat.® Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana,
namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja
yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dalam Pasal 127
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan
tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang di ketemukan, tidak
semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat di jatuhi dengan putusan tindakan
rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang di atur dalam
Undang-Undang ataupun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap
terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika di jatuhkan berdasarkan

pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya

® Surat Edaran MahkamahAgung, Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.



hukum dan keadilan dapat di temui. Telah banyak pecandu Narkotika yang
tertangkap Lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di
penjara.Salah satu alasanya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap
Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Oleh karna itu,
Rehabilitasi di anggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi
penyalahgunaan Narkotika.’

Menurut penulis Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan surat edaran Mahkama Agung tantang
penepatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika
kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Nomor 04 tahun 2010
ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi
terdakwa. Putusan tindakan rehabilitasi dapat di berikan apabila ada keterangan
dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan
menjadi sala satu dasar di putuskanya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan
hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan
hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi juga lebih memperhatikan
masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin

menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika

7. Jahid Hanafi, 2013 pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak pidana
Pecandu Narkotika ’hlm 29,



terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan
Narkotika lagi. Hakim memang sering di hadapkan pada dua pilihan yang sulit
yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat di persatukan
dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat di sandingkan
dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum dalam
kenyataanya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada
dalam suatu tempat yang berbeda jika kita hendak mendekati tempat di mana
keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum demikian
pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyususn skripsi dengan
judul “Ukuran penjatuhan sanksi rehabilitasi oleh hakim terhadap terdakwa
penyalahgunaan narkotika di PN kelas 1 Palembang.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat di
rumuskan permasalahanya sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum penjatuhansanksi rehabiltasi oleh hakim terhadap
terdakwa penyalahgunaan Narkotika.?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadappelaku penyalahgunaanNarkotika.?



C. Ruang lingkup
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini di batasi pada analisis terhadap
dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku

tindak pidana narkotika di pengadilan negeri Palembang.

D. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan
rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan
rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika.
E. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi
ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum pidana.
b. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan
kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Manfaat praktis.



a. hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberika pengetahuan dalam
penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
b. Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk memberikan solusi bagi
pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya peredaran narkotika.
F. Kerangka teori
1. Kebebasan hakim
Didalam suatu peradilan masalah kebebebasan hakim merupakan suatu

masalah yang cukup delematis dalam usaha penegakan hukum dan
keadilan.Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai
masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat mutlak
bagi adanya negara hukum.Karena tanpa adanya jaminan kebebasan peradilan
di dalam negara tersebut, maka masih di ragukan adanya supermasi hukum di
atas segala-galanya.Apa yang di katakana oleh A.V. Dicey tentang Rule of law
yang meliputi tiga unsur.
a. Supermasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi

di dalam negara adalah hakim.
b. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang.
c. Konstitusi itu tidak merupakan dari hak asasi manusia dan jika hak-hak

asasi manusia itu di letakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan



bahwa hak asasi itu harus di lindungi.®
Kebebasan hakim bukanlah di maksudkan dengan semacam hak
istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya seperti
halnya dengan kebebasan kampus dan kebebasan pers. Bahwa kebebasan
hakim yang di maksud mengandung tiga arti yaitu:
1. Sifat kebebasan hakim/pengadilan
2. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara
3. Gunanya hakim/pengadilan di beri kebebasan.®
Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan pengadilan adalah
menegakan hukum sehingga hakim dalam memutus suatu perkara harus
berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum.
Karena hakim mempertahankan tata tertib hukum, menetapkan apa yang di
tentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang di ajukan kepadanya. Bagi
seorang terdakwa di harapkan dari hakim adalah hakim tersebut akan
menerapkan hukum terhadapnya sesuai dengan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa keadilan dalam di

dalam masyarakat.

8, M.Kusnardi, dan Hermaily lbrahim, pengantar hukum tatanegara Indonesia, FH-UI,
Jakarta, 1998 him. 161

° Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani suatu
perkara pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, him. 49.



Jadi sifat kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan
yang di beri batasan-batasan oleh Undang-Undang yang berlaku.Sebap
hakim di beri kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan
dengan keputusan tersebut untuk mencapai suatu keadilan dalam
menyelesaikan dalam suatu perkara.Pada akhirnya tujuan hakim di beri
kebebasan itu ialah untuk mencapai Negara hukum Republik Indonesia.
Dapat di simpulkan bahwa kebebasan yang di maksud adalah kebebasan
yag terikat/terbatas.

Hakim juga dapat memutuskan perkara kadang-kadang
berlandaskan pada tatanan hukum yang terdapat dalam kenyataan social,
yaitu hukum tersebut di buat pada waktu hakim memeriksa suatu perkara
keadaan sosial ini sudah berubah, misalnya dalam keadaan politik dan
keadilan sosial.

Dalam penegakan hukum supaya dapat di terima dan di rasakan
adil harus berdasarkan pada kenyataan yang nyata yaitu keadaan pada saat
perkara diputus, atau juga pada saat Undang-Undang harus di tegaskan
didalam suatu kejadian.

Hakim tidak dapat terlepas dari masyarakat di mana hukum

tersebut berlaku. Dengan demikian kebebasan hakim dalam memutuskan



suatu perkara di batasi dalam 2 arah yaitu :
a. Arah hierarkis yaitu dalam pengawasan dari hakim yang lebih tinggi .
b. Arah lingkungan masyarakat di mana ia berlaku.
Hakim tidak boleh berpikir secara rasional melainkan harus memakai nalar
dan perasaan, tetapi bukan nalar manusiawi tetapi nalar sosial. Apabilah
seorang hakim melakukan suatu kesalahan dalam tuganya maka tidakla
merupakan alasan untuk mengajukan gugatan terhadapnya, demikian juga
negara tidak akan dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam
perbuatan hukum tersebut, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak
di inginkan berupa kebebasan yang melampaui batas yang sangat
merugikan para pencari keadilan, maka Undang-Undng memberikan
ketentuan-ketentuan bahwa hakim tersebut dapat di harapkan hakim yang
benar-benar baik.
2. Teori pemidanaan

Mengenai tujuan yang ingin di capai dari suatu pemidanaan tidak
terdapat suatu kesamaan pendapata di antara para sarjana atau ahli
hukum.sebagaimana di ketahui teori-teori pemidanaan yang di kemukakan

oleh para sarjana pada dasarnya mempertimbangkan berbagai aspek sasaran

10 Mohamad Jamin, Kebebasan Hakim Dan Rasa Keadilan, Pelita, Jakarta, 1989, him, 5.



yang ingin hendak di capai dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini

tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang dihayatinya.

Tentang tujuan pemidanaan itu sendiri berkembang sesuai dengan
perkembangan jaman dari dahulu sampai dengan sekarang ini, yang
menurut Andi Hamza menjurus kearah yang lebih rasional.!

Teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma
“pembalasan” bergeser ke arah paradigma “membina”.Bergesernya
paradigma dalam pemidanaan ini mudah di pahami oleh karena adanya
perkembangan masyarakat dalam konteks ini dinamika masyarakat selalu
berkembang kearah yang lebih baik dan lebih beradab. Oleh karenanya
hukum pidana sebagai norma yang juga berlaku dalam masyarakat juga
mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat
tersebut.'?Yang di pandang sebagai tujuan pemidanaan yang berlaku
sekarang ini ialah variasi yang berbentuk penjeraan (deterrent), baik di
tunjukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun masyarakat yang yang
mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat

dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.Yang tersebut

1 Andi Hamza, Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia, Pradnya Pramita,
Jakarta, 1986, him 15

2. Tongat, Pidana kerja Sosial Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia,
Djambatan, Jakarta, 2001, him. 32



terahir ini termasuk yang paling modern dan popular dewasa ini.Bukan saja
bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative
lain yang bukan bersifat pidana dalam pembinaan pelanggar hukum.
Berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang garis besarnya telah di

sebut tadi, maka terdapat teori-teori menanganai tujuan pemidanaan. Dan
teori-teori tersebut di bagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Teori pembalasan atau teori Absolut (Retributive/Vergelding Theorieen).

2. Teori tujuan atau Teori Relatif (Utilitarianisme/Doeltheorieen).

3. Teori Gabungan (Vereningings theorieen).

Ad..1. Teori pembalasan atau teori absolut

Sesuai dengan Namanya “absolut”, teori ini bertolak pada suatu
pemahaman, bahwa setiap manusia mempunyai tanggung jawab sacara
absolut terhadap apa yang di lakukannya, Setiap individu manusia
bertanggung jawab atas perbuatanya sendiri.

Aliran ini tidak memikirkan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh
adanya pemidanaan, hanya menghendaki adanya pembalasan bagi seseorang
yang telah melakukan kejahatan. Aliran ini beranggapan bahwa siapa saja
yang melakukan kejahatan tidak boleh tidak kepadanya harus di beri

pembalasan yang berupa pidana, tetapi bertujuan menjadikan petindaknya



menderita, tanpa memikirkan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dengan
adanya pemidanaan itu. Teori ini hanya melihat kemasa lampau dan tidak
melihat kemasa depan.

Teori absolut ini baru dikenal pada akhir abad 18 dan beberapa sarjana
pengikut aliran ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Stahl dan lain-lain.

Menurut Stahl pembalasan ini sesuai dengan kehendak Tuhan.yang
beranggapan bahwa keadilan abadi menghendaki adanya penjatuhan pidana
bagi setiap pelaku kejahatan. Negara dipandang sebagai wakil Tuhan di dunia,
maka negara mempunyai tugas untuk mempertahankan norma-norma keadilan
Tuhan yang tercantum dalam Undang-Undang duniawi. Oleh sebab itu apabila
ada warganya yang telah melakukan kejahatan, negara harus membalasnya
dengan suatu pidana dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat
penjahatnya dapat merasakan penderitaan.

Menurut E. Kant suatu perbuatan kejahatan itu tidak sesuai dengan rasa
keadilan dan hukum, maka untuk menghilangkan ketidak sesuaian tersebut
pelakunya secara mutlak harus di balas dengan suatu pidana yang setimpal
dengan perbuatanya. Hal ini didasarkan pada apa yang telah disebut
Kategorischen Imperativ, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan

melawan hukum itu harus dibalas.



Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan, bahwa aliran absolut
tersebut hanya berorientasi pada pembalasan atas di lakukanya tindak pidana
oleh seseorang, pebalasan itu di lakukan oleh negara terhadap petindak
pidana.orang yang melakukan tindak pidana harus di balas dengan tindakan
pembalasan yang berupa pidana.
ad.2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Oleh karna toeri pembalasan kurang memuaskan kemudian timbul teori
tujuan.yang mempunyai dasar pikiran bahwa tujuan pidana dari teori relatif
berpokok pangkal pada dasar pidana pada dasar pidana adalah alat untuk
menegakan tata tertib dalam masyarakat. Akan tetapi ada juga yang
menafsirkann bahwa tujuan pemidanaan itu adalah : tujuan untuk memulihkan
kerugian yang di timbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar
orang lain tidak melakukan kejahatan”.

sebenarnya yang menjadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah tata
tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu di perlukan suatu
pidana. Pidana merupakan suatu alat untuk mencegah timbulnya suatu tindak
pidana dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.Di tinjau
dari sudut pertahanan tata tertib masyarakat, maka pidana itu adalah sesuatu

yang perlu di lakukan.



Agar tindak pidana tidak dilakukan oleh masyarakat maka diadakanlah
pencegahan-pencegahan. Yang sifat pencegahan ini ada dua macam yaitu :
a. Pencegahan Umum

Pencegahan Umum ini di tunjukan kepada semua orang atau masyarakat
agar takut melakukan kejahatan, dengan jalan penjatuhan pidana yang sangat
berat atau menjerakan pada pelaku kejahatan yang pelaksanaanya di muka
umum.Dengan demikian setiap orang dapat menyaksikan pelaksanaan pidan
tersebut untuk membuat agar masyarakat umum takut berbuat jahat.

Tokoh utama prevensi umum ini adalah Von Feuerbach (1775-1833),
dengan teorinya “psychologische zwang” atau paksaan psikologi, Secara garis
besar teori ini menyatakan bahwa ancaman pidana bekerja sebagai ancaman
psikologis. Ancaman itu akan menakutkan orang untuk melakukan tindak
pidana. Dan pelaksanaan pidana hanya penting untuk merealisaikan ancaman
itu. Dengan adanya ancaman pidana yang berat maka akan dapat menakutkan
orang yang berniat melakukan tindak pidana, karena ancaman pidana dapat
menimbulkan suatu tekana jiwa. Apabila orang akan melakukan tindak
pidana, maka ia berpikir terlebih dahulu untuk berbuat pidana karena ada

ancaman pidana yang berat itu.



Tujuan pencegahan Umum adalah dengan mengetahui pelaksanaan pidana
atau adanya ancaman pidana maka tercegahla orang dari perbuatan
pidana.Dengan demikian pencegahan umum ini berfungsi sebelum terjadinya
suatu tindak pidana.

b. Pencegahan khusus

pencegahan khusus ini berfungsi setelah terjadinya tindak pidana. Tujuan
pencegahan Khusus ini adalah mencegah niat buruk si penjahat untuk
melakukan kejahatan lagi. Jadi ancaman pidananya di tunjukan kepada si
terpidana agar ia tidak lagi melakukan tindak pidana. Tujuan pencegahan
Khusus ini dapat di capai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat
menakut-nakuti, memperbaiki dan membuatnya tidak berdaya,. Dalam hal ini
Van Hammel membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat
pencegahan khusus yaitu :

1) Pidana harus membuat suatu unsur menakutkan supaya
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk
melakukan niat buruknya.

2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki.

3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak

mungkin di perbaiki.



4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tatatertib
hukum.
Dengan berpokok pangkal kepada pendapat seperti tersebut di atas dapat
di simpulkan, bahwa baik pencegahan umum dan pencegahan khusus kedua-
duanya menghendaki setiap orang takut melakukan kejahatan.

ad. Teori Gabungan

Teori ini berusaha meretas jalan dan menemukan benang mera antara
kedua teori di atas.Teori gabungan ini mendasarkan pidana sebagai
pembalasan dan mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat, yang di
terapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan kepada salah satu unsur
tanpa menghilangkan pada semua unsur yang ada. Tokoh teori gabungan ini
adalah Pallegrino Rossi, dalam bukunya yang berjudul “trait de droit penal”
menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya
orang yang bersalah yang boleh di pidana, Pidana yang di jatuhkan harus
sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus

sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.®

13, Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sitem Peradilan Pidana, USU Press, Medan,
2009, him. 51-52.



Teori gabungan ini coba menyatukan tujuan pemidanaan sebagai
pembalasan dan juga untuk pencegahan.Kedua tujuan ini merupakan
gabungan antara teori retributif dan teori relatif di dalam menanggulangi
kejahatan, tinggal menempatkan tujuan pidana ini secara proporsional.

Sementara itu menurut Muladi di dalam teori ini, tujuan pemidanaan
bersifat plural, karena berusaha menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan
(retributive) dan tujuan (utilitarianism), sehingga seringkali teori ini di sebut
sebagai “Aliran Intergratif”.

Pandangan integratif ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk
mengadakan arti kulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan
beberapa fungsi sekaligus yaitu “Retributif” dan “Relatif”. Jadi pemidanan
dalam hal ini memerlukan pembenaran ganda.Di samping negara mempunyai
hak untuk memidana pelanggar hukum, juga dengan upaya pemidanaan
tersebut di harapkan suatu hasil yang bermanfaat.Misalnya pencegahan dan
rehabilitasi.Kesembuanya di lihat sebagai sasaran-sasaran yang harus di capai

oleh suatu pemidanaan.

Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku

tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu dapat memuaskan permintaan



atau kebutuhan pembalasan. Namun dengan cara tertentu pula dapat

merehabilitasi dan meresosialisasikan para narapidanake dalam masyarakat.

Dalam hal ini menurut Muladi “Diperlukan seperangkat tujuan pemidanaan

yang harus di penuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang

merupakan titik berat sifat kasuistis.!*

G. Metode penelitian.

Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian ini, maka penulis mengambil

beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Dalam penulisan skripsi, penelitian menggunakan tipe penulisan yuridis
empiris, yuridis empiris merupakan pendekatan dengan melihat suatu
kenyataan hukum di masyarakat, pendekatan ini merupakan pendekatan
yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di
dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk
mengedintipikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi
keperluan penelitian atau penulisan hukum.'® Selain itu penelitian ini di
tunjang dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji perundang-

undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang

14 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, him. 61.
15 Zainudin Ali, Metode Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 106



berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan

kepustakaan serta menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan

permasalahan.
2. Pendekatan penelitian.

Metode pendekatan yang di gunakan penelitian ini di lakukan secara
yuridis normatif di lengkapi dengan empiris guna memperoleh satu hasil
penelitian yang bernar dan obyektif.

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama di tunjukan untuk
mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : asas, konsepsi, doktrin hukum
serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan
dalam memeriksa kasus narkotika

Sedangkan pendekatan secara empiris di lakukan karena penelitian ini
ditujukan ketentuan perundang-undangan yang terjadi dalam praktek yaitu
terhadap aparat penegak hukum, yaitu hakim.

3. lokasi penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di kota palembang, karena melihat
kenyataan tingkat kasus narkotika yang terjadi meningkat.

4. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini adalah meliputi data primer dan data skunder. Data



primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian dari
narasumber di lapangan. Sedangkan data skunder adalah data yang di
peroleh dari studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-

buku dan literature yang berhubungan dengan penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data
Penulis dalam memperolen data yang konkrit akan melakukan
penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:
a.Studi lapangan
Penulis melakukan penelitian langsung ke pegadilan Negeri Palembang
dengan cara :
1) Interview
Yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung untuk
memperoleh data dan informasi yang di perlukan dalam penelitian
ini.
2) Dokumentasi
Yaitu dengan mencari dokumen-dokumen yang berhubungan

langsung dengan pembahasan masalah guna melengkapi data-data



yang di perlukan dalam penelitian ini
b.Studi kepustakaan
Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca dan
memahami teori-teori dari buku yang berhubungan dengan penelitian

ini.

6. Pengelolaan data
Terhadap bahan hukum yang di kumpulkan di lakukan rekonstruksi,
pencatatan dan Kklasifikasi berdasrkan relevansi terhadap bahan-bahan
hukum seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar, situs
internet, maupun bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi
ini.
7. Analisis Data
Analisis data akan di lakukan dengan menggunakan metode analisis
secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan di seleksi dan di
olah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan
penelitian sehingga di dapatkan suatu gambaran tentang penjatuhan putusan
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

8. Penarik Kesimpulan



Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun
sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di
Tarik kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus berdasarkan
hasil, oleh karena itu penarikan kesimpulan secara Induktip.
H. Sistematika penulisan
Sistematika pembuatan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, di mana dalam
tiap-tiap bab tersbut terbagi lagi sub babnya, bab-bab tersebut adalah sebagai
berikut.
BAB IPENDAHULUAN
Dalam bab ini akan di bahas mengenai Latar Belakang,
permasalahan, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Dan
Sistematika Penulisan Skripsi.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan di bahas tentang narkotika, tindak pidana
Narkotika, Putusan hakim, Teori-Teori pemidanaan, Sistem
pemidanaan di Indonesia dan Rehabilitasi.
BAB 111 HASIL PENELITIAN DAN ANALISI
Dalam bab ini akan di bahas penelitian yang di lakukan di

pengadilan Negeri Palembang tentang Ukuran terhadap Hakim



Dalam Menjatuhkan Hukuman Rehabilitasi Bagi Terdakwa
Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika
di pengadilan negeri palembang, untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
hukuman rehabilitsi bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika di
pengadilan negeri Palembang.
BAB IV PENUTUP
Dalam bab ini akan di bahas tentang kesimpulan dari permasalahan

yang di bahas serta saran-saran.
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